LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.143, 2012 AGREEMENT. Pengesahan. Republik Indonesia.
Republik Makedonia. Pembebasan Visa. Paspor
Diplomatik. Dinas.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2012
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK MAKEDONIA TENTANG PEMBEBASAN VISA
KUNJUNGAN SINGKAT BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN
DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF MACEDONIA ON EXEMPTION OF VISA
REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC
AND SERVICE PASSPORTS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Skopje, Makedonia, pada tanggal 28 September
2007 Pemerintah Republik Indonesia telah
menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Republik Makedonia tentang
Pembebasan Visa Kunjungan Singkat Bagi Pemegang
Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement between the
Government of the Republic of Indonesia and the
Government of the Republic of Macedonia on Exemption of
Visa Requirements for Holders of Diplomatic and Service
Passports), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-
delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Republik Makedonia,;
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan
tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5216);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN
PERSETU-JUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MAKEDONIA
TENTANG PEMBEBASAN VISA KUNJUNGAN SINGKAT BAGI
PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS
(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF MACEDONIA ON EXEMPTION OF VISA
REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND
SERVICE PASSPORTS).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Makedonia tentang Pembebasan Visa Kunjungan
Singkat Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement between
the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the
Republic of Macedonia on Exemption of Visa Requirements for Holders of
Diplomatic and Service Passports) yang telah ditandatangani pada tanggal
28 September 2007 di Skopje, Makedonia, yang naskah aslinya dalam
Bahasa Indonesia, Bahasa Makedonia, dan Bahasa Inggris sebagaimana
terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam
Bahasa Indonesia, Bahasa Makedonia, dan Bahasa Inggris sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam
Bahasa Inggris.
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Pasal 3
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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PERSETUIUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK MAKEDONIA
TENTANG PEMBEBASAN VISA KUNJUNGAN SINGKAT

BAGI PEMEGANG PASTFOR DIFLOMATIK DAN DINAS

Pemerintah Republik Indonesin dan Pemerintah Republik Maokedonia, selanjutnya discbut
sebagai "Para Pihak",

MENIMBANG hubungan haik antara kedua negara;

BERKEINGINAN untuk lehih memperkuat hubungan, dengan dasar timbal balik, dengan
memfasilitasi masuknya pemegang paspor diplomatik dan dinas Indonesia dan Makedonia ke
dalam wilayah negara masing-masing;

BERDASARKAN hukum dan ketentuan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUT hal-hal sehagai berikut:

PASALI
PEMBEBASAN VISA

Pemegang paspor diplomatik atau dinas yang masih berlaku dibebaskan dari persyaratan visa
masuk, transit, tinggal di wilayah Megara Pihak lain untuk masa waktu tidak lebih dari tipa puluh
(30} hari terhutung dan tanggal masak.

PASAL I
PERSYARATAN VISA

Dalam hal penugasan, warga dari masing-masing pihak yang memegang paspor diplomatil atan
dinas yang masith berfaku dan angpota misi diplomatik atau konmsuler di wilayah pihak lain,
begitu juga dengan pasangan dan anak yang belum bekerja berusia dibawah 25 tahun untuk
pihak Indonesia, dan berusia dibawah 26 twhun untuk pihak Makedonia, yang termasuk dalam
rumah tangga, diwajibkan untuk mendapatkan visa masuk dari Kedwtaan Besar dari pihak
lainnya sebelum memasuki negara salah satu pihak.
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PASAL I
KEDATANGAN ATAU KEBERANGKATAN PADA PERBATASAN

Warga negara masing-masing pihak dar Pasal | dan 2 dapal memasuki dan keluar wilayah Pihak
lain melalui perbatasan yang terbuka bagi penumpang intemasional, dengan mematuhi hukum
dan perundang-undangan Megara Pihak lain vang bersangkulan mengenai prosedur masuk,
perjalanan dan tinggal bagi orang asing.

PASAL IV
PERTUKARAN INFORMASI

Poarn pihak akan menginformasikan satn sama lain secepatnya tentang perubahan hukum dan
peraturan perundang-undangan di masing-masing negaranya mengenai  prosedur masuk,
perjalanan dan tinggal bagi orang asing.

PASALV
KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Persetujuan ini tidak mempengaruhi kewajiban negara masing-masing pihak untuk wnduk pada
hukum dan perundang-undangan yang ditetapkan di wilayah negara pihak lain.

PASAL VI
HAK-HAK PIHAK BERWENANG

Persetujuan ini tdak mempengaruhi hak Pibak-Pibak berwenang untuk menolak masuk atau
tinggal di wilayahnya bagi pemilik paspor diplomatik atau dinas pihak lain dari pasal 1 dan 2
jika mercka dipertimbangkan schagai tidak diinginkan atau “dikhawatirkan akan mem bahayvakan
perdamaan umum, keterdiban umum, keschatan umum atau keamanan nasional.™

PASAL VI
SPESIMEN PASPOR

. Dalam waktu 30 han setelah penandatanganan Persctujuan mm, Para Pihak skan saling
menyampaikan melalui saluran diplomatik, contoh paspor diplomatik dan dines  serta
informasi mengenal spesimen puspor diplomatik dan dinas yvang berdaku.

. Jika terdapat paspor diplomatik atau dinas baru atay medifikasi dari yang lama, para pihak
akan menyampaikan spesimennys melalui saluran diplomatik, dalam waktu 30 hari setelah
pemberlakuannya.

PASAL VI
MASA BERLAKU PASFOR

Masa berlaku paspor bagi warga negara masing-masing Pihak setidaknya 6 (enam) bulan
sebelum memasuki wilavah Pihak lain,



http://www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.143 6

PASAL IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala bentuk perselisihan vang lmbul akibat interpretasi ataon implementasi perselujuan ini
akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosinsi antara para pihak melalui
saluran diplomtik.

PASAL X
AMANDEMEN

Persetujuan ini dapat diamandemen atau direvisi, apabila dipandang perlu, melalui kesepakatan
bersama sceara lertulis oleh kedua Pibak. Amandemen atau revisi tersebul akan berlaku
berdasarkan tanggal yang ditentukan oleh para pihak.

PASAL XI
MASA BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN TERMINASI

. Persetujuan ini akan herlaku 30 han sgjak tangpal pencrimaan pemberitahuan terakhir dimana
para Pihak saling memberitahukan melalu saluran diplomatik bahwa scluruh persyaratan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan nasional bagi berlakunya persetujuan ini
telah dipenuhi.a

. Perselujuan ini akan tetap berlaku selama 5 tahun dan akan diperpanjang secara olomatis
selama jangka waktu 5 tahun berikutnya, dengan kesepakatan bersama secara tertulis,

. Masing-masing pihak dapat memberhentikan persetujuan ini dengan memberikan kepada
pihak lain sebuah pemberitabuan tertulis melalui saluran diplomatik 30 (tiga pulub) hari
sebelum tanggal pemberhentian,

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini diberi kewenangan oleh Pemerintah
masing-masing, menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Skopje pada hari ke duapulubh delapan bulan September tahun dua ribu tujub, dalam
dua rangkap ash, masing-masing dalam bahasa Indonesia, Makedonia dan Inggris, seluruh
naskah mempunyai kekuatan bukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran,
naskah bahasa Inggris yang berfaku.

Lntuk Pemerintah Untuk Pemerintah
Republik Makedonia

.
=

Epp) HARIYADHI IGoRr ILIEVSKL
Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Sekretaris Megara
Departermen Luar Megeri Kementerian Luar Negen

L
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AoroBorP
ME(Y
BNAOATA HA PENYENWKA MHOOHE3IWJA
H
BNAOATA HA PENYENWKA MAKEOOHWJA
A

MEI'YCEBHO YKMHYBAE HA BU3HWOT PEXMM 3A HOCUTENM
HA OUNNOMATCKA WM CNYMEEHW NACOILIA

Bnapata Wa PenyBruka WHposeswja w Bnapata wa  PenySnwea
MawregoHuwja (Bo noHaTamowsmar Texct; Ctpanure®),

UMAJKA M NPEQBMI npujaTenceuTe OAHOCH Mely ABETE JeMil;

CO MENBA 3a HATAMOLWHD 38[aKHYBAHE HA BAKBATE OLHOCH BPA OCHOBA
Ha PELMNPOLIMTET, NPEKY QNECHYBAHE HA BNEA0T BO HHBHATE NOMKTYBAHK
3eMjM 33 HOCWMTENMTE HAa [OMNNOMATCKM W ciysOeHd nacolm Ha
Wanoxesnja n MakenoHuja;

COMACHO pase«EMTE J8KOHM M NPONWCKA HA NOYHTYBAHWTE 38MjM,

CE OOroBOPWJA 3a cneqHoTo:

YNEH 1
YEMHYBAHSE HA BH3WMTE
Apxagjasrme Ha CTpasMTe KoM CB HOCHTENM HA  BaKEYNM
AMNNOMATENW WNM CRy=BeHA Nacollid MowaT 5e3 BW3a A8 OCTBApAT Bnes,
A3 TRAHIWTMPAAT W AA NPECTOjYBAAT Ha TepwTopWjaTa Ha apyrata Ctpaxa
3a nepuan He nofant 04 30 (TpWeceT) AeHa Of ASHOT HE BNETYBaRETD,
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YNEH 2
BAPAHE 3A BH2A

Bo cny4aj Ha ynaTyeaske 13 BpLSKe Ha chywba, apwasjaHuTe Ha
CTPAHATE KOW 08 HOCUTENM HA BAMEWKM OWUNNOMATCKM WMW crywBenm
NAcOWW ©M KOW C& UNEHOBM HA [JWNNOMATCKO WM  KOHIYNApHO
NPeTCTaBHMWTED CO CEOMLUTE Ha TEpHTOpKMjaTa Ha gpyrata CTpaHa, kaxo
W HMBHUTE CONPYMHMLM W OBUA koW CeywTe ke paboTaT, a ce Ha sospacT
a0 26 rogwHd 33 MEKeOOHCKETA CTpaHa, OOHOCHO Ha BoapacT oo 25
rMoguHe 33 WHOOHEIWCKETE CTpAHa W MWHBEET CO HWB BO ISEOHWYHOD
AoMakvHcTRO, NogHecyeaar Sapaske 3a gofueame COOQBETHA BM3A 32
enes og Amfiacagara sa gpyrara CTpada npeq ocTEapyEake Ha NpeoTo
BNEryEa e,

YNEH 3
NMPUCTUMHYBAKE WNA 3AMWHYBAKE NMPEKY MPAHWYEH
NPEMKH
ApokasjaHnTe Ha CTpaddTe Of Wned 1 W uned 2 MOMaT fa BnesaT

BO WA 08 j@8 HAaNYWTaT TepuTopujata Ha gpyrata Crpada npexy Guno koj
TpaHUYEH NPEMWH KOj & CTEOPEH 33 MefyHapoges coobpakaj Ha naTHlm,
QOKONKY MW 33A0BOnyBaat 0apasara COMmacHs JaK0HWTE W NpaBHATe
NponWcA Ha Taa CTpaHa ®oM CB OOHECYBaaT HE BNE30T, JBHMEHEeTO MW
MPeCcTO{oT HA CTREHLM,

YNEH 4
PA3SMEHA HA WHDOPMALIMIK
CrpanwTe, BEgHaW fe ce wHGopMHApaaT 3a GMNO Kakea npomeHa
B0 CBOWTE JAaKOHW WNW NpaBHEd NPONWCKW KOW C8 OOHEeCYBaaT Ha BNeaor,
JABMHEHETD W NPECTOJOT HA CTPAHLM.
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YMEH 5
OBBPCKA HA [PHABJAHWTE
Opoj Ooroeop He Bnvjae Ha oOBpCKATE HA OpKESBjEHWTE Ha
CTpaHWTa A3 C& NPWARMYEAAT KOH 33KOHWTE W NPABHATE NPAMNHCK KOW CB
B0 CWNAa Ha TepWTOpWjaTa Ha ApyraTa CTpaqa.

YNEH &

NPABO HA HANNEWHWTE OPTrAHM
Dacj [oroeop He Bnwjae Ha NPasoTo Ha HAANENHWTE DPraHKn Ha
CrpaHaTe ga 3abpasar BNE3 BO WNW NPECTd) HA CBOjATE TEPWTOPHME Ha
HOCHTEMNM HE QWNNOMAETCKW WnW criywbesd nacoww og gpyrata Crpasa
HABBAAHA BO 4NeH 1 W YneH 2 QOKONKY MCTHTE MM CMETAAT 23 HEMOXENHKU
WFW AOKENKY CMETAAT JEKa WCTWTE NPETCTABYBAAT JAKAHA 38 [ABHUOT peg

W MMP, JRBHOTO 3QPEBjE MNW HauwonanHata beabegHocT.

YNEH 7
CNEUMMEHW HA NACOLUA

1. CTpaWwwTe, No OMANOMSTCKM NaT, Ke pAZMeHAT CNELMMeHW Ha
BAMEUHATE AWINOMATCKY W ciywBesn Nacoww Hajmanty Tpeecet (30)
AEHE Npa, BNeryEaHkETo BO CHNa Ha oBoj Jorosop.

2. Bo cnyya] Ha BOBEOYBAMHE HA HOBW [MNNOMAETCEA WNW CriywDeHu
NACOWW Wi NPOMEHE Ha NOCTDEYRATE, {-"FPW‘I‘Q no GWNNOMaTCKK NaT fe
AOCTAEAT CNEUMMEHK 04 WCTMTE, HajMmanky 30 (Tpwecer) Aeda npen
HMBHOTO BENEryBarke Bo ynoTpeba.

UNEH 8
TPAEHE HA BAXHOCTA HA NACOLUMTE
TpaeeTo Ha BaMHOCTE HA NAcCOWMTE HAa OpHaBjaqMTe Ha
Crpanure ke Gune Hajmancy 6 (WecT) MeceyW Npel ocTBApYBEReTD Ha
BNEryBaskeTo Ha TEPUTORK|ATA Ha ApyraTta CTpaHa.
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YNEH &
PELWABAHE HA HEQOPAIEMPAHA
Cexte HenopaIbWparke KOE NPoMANerysa off TONKyBakeTo WM
npuMeHaTa Ha osoj JoroBop #e Guae pelueHo NpWjaTencid npesy
HOHCYMTaLMM MNK NPEroBop Mely CTPaHWTE Mo AWNNOMETCKA Nar.

YMEH 10
OONONHYBAHA
Oeoj [Jorosop moxe ga Guge MaMEHET MNW GONOMHET, JOKOMNKY Ce
CMETA 33 HEOMXOQHO, CO 32EMHE NACMEHA COMMACHOCT Ha CrpanwTe

Bakpata MaMeHa MMM QONONHYBaKkE Ke BME3E BO CANA Ha gatym

onpegened on CrpasmTe.

YnEH 11

BNEMYBAHKE BO CHNA, TPAEHE M PACKUHYBAKE
1, Oeoj Ooroeop fe Bnese Bo cwna 30 (Tpwecer) Aewa of GEHOT Ha
NPUEMOT HE NOCNEAHOTO MIBECTYBAKE CO Koe CTPaHWTE Ce MIBeCTYBaaT,
No AMNNOMATCEA NAT, 08K Ce MCNONHETIA CHTE NPeaycnosy NpeaswaeHu
€O HWBHWTE HALMOHANHW 38KOHOQABCTBA 3a ANEMYBaHkEe B0 CWNa Ha
forosapoT.
2. Osaj [loroBop OCTAHYEA BO CHNE 33 NEpUon 04 5 (NeT) rogMen W Moxe
Aa ce o0HOBW 33 QONONHATENHA 5 (NeT) rogMHn CO 3aeMHa NMCMeHa
COMACHOCT Ha CTRaHKTE,
3. Cexoja CTpana mowe pa ro packuHe ceoj florceop co AOCTaEYEANE Ha
MMCMEHD WIBECTYBAHE 38 PaCcKMHYBAaHETO A0 Apyrata CTpada, no
Aunnosarcs nat, 30 (TPHECET) O8Ha Npen SaTyMoT H3 PACcKHHYBAHETD,
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BO NWYHO NPUCYCTBO, nonynoTniuaHKuTe, SOMWHO OENACTEHW of
HWBEHMTE Bnagw, ro nomMwaa osaj Jorosop.

COCTABEHO eo Ckone Ha 28 cermmemeps 2007 rogWda 80 OBa
OPWIMHENHW NPUMENOKE, CEKG) HA MHAOHEINCKY, MAKEOOHCKH W aHIMMCKH
jAsMK, MpW WTO CMTE TEKCTOEW C& NOAEOHAKBO SBTEHTHYHKW. Bo chydvaj Ha
HECOMACYBaE BO TONKYBAHKETO, K2 NPEOBMNANA TEKCTOT HA AHFMWCEW

3a Bnagata Ha
Penybnpxa Maxegonuja

* -

ks F

Wrop Wnueackwm

lpwanen cexperap
MuHHACTERCTRO

MAHHETERETEG 38 HASBODELIHW pabaTe a8 HAABODELINA pabaTi



http://www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.143 12

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESILA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
0Om
EXEMPTION OF VISA REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND
SERVICE FASSPORTS

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of
Macedonia, hereinafter referred o as “the Parties”,
CONSIDERING the friendly relations between the two countries;
DESIRING to further strengthen such relations, on a reciprocal hasis, by facilitating the entry of
holders of diplomatic or service passporis of Indonesia and Macedonia 1o their respective
countrics;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective countries;
HAVE AGREED as follows:

ARTICLE]
VISA EXEMPTION

Citizens of either Party who are holders of a valid diplomatie or service passporl shall not be
required to obtain @ visa 10 enter, transit, and stay in the territory of the other Party for a period
not excecding 30 (thirty ) days from the dale of entry.

ARTICLE 11
VISA REQUIREMENT

In the case of assignment, citizens of either Party who are holders of a valid diplomatic or
service passport and are members of a diplomatic mission or a consular post on the temitory of
the other Parly, a5 well as their spouse and unmarried children who have not worked yet under
the age of 25 years for the Indonesian side, and the age of 26 years for the Macedonian side,
forming part of their houschold, shall be required to obtain appropriate entry visa from the
Embaszy of the other Party prior to the entry.
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ARTICLE 111
ARRIVAL OR DEPARTURE AT BORDER CROSSING

Citizens of the Parties from Article 1 and 2 may enter or leave the territory of the other Party at
any border crossing open for international passenger traffic, provided that they meet the
requirements of laws and repulations of that Party governing the entry, movement and sojourn of
foreigners,

ARTICLE IV
EXCHANGE OF INFORMATION

The Parties shall inform ¢ach other immediately on any changes in their respective laws amd
regulations governing the eniry, movement and sojourn of foreigners.

ARTICLE ¥V
OBLIGATION OF NATIONALS

This Agreement does not affect the obligation of nationals of either Party to abide by the laws
and regulations currently in foree in the temitory of the other Party.

ARTICLE V1
THE RIGHT OF AUTHORITIES

This Agreement does not affect the rght of the competent authorities of the Parties 1o refuse
permission 1o enter or stay in its termitory to holders of a diplomatic or service passport of the
other Party from Articles | and 2 if they consider them undesirable “or likely 1o endanger the

public peace, public order, public health or national security™.

ARTICLE ¥II
SPECIMENS OF PASSPORTS

. The Parties shall convey to each other, through diplomatic channels, specimens of valid
diplomatic and service passports at least thirty (30) days prior to entry into force of this
Agreement.

. In case of introduction of new diplomatic or service passports or modification of the existing
ones, the Parties shall convey 1o each other, through diplnmu.li:: channels, their specimens, at
least thimy (30) days prior to their application,

ARTICLE VIIl
DURATIHONS OF PASSPORT VALIDITY

The duration of Passport validity of nationals of either Party shall be at least & (six) months
before entering the territory of the other Party.
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ARTICLE IX
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any disputes arising out of the interpretation or implementation of this Agreement shall
be sctiled amicably through consultation or negotiations between the Parties through diplomatic
channels,

ARTICLE X
AMENDMENT

This Agreement may be amended or revised, if it is deemed necessary, by mutual consent
in writing by the Partics. Such amendment or revision shall enter into force on such a date as
may be determined by the Parties.

ARTICLE XI
ENTRY INT(O FORCE, DURATION AND TERMINATION

. This Agreement shall enter into force 30 (thifty) davs from the day the receipl of last
notification in which the Parties have informed each other through diplomatic channels that
all the requirements for eniry inio foree of the Agreement as stipulated by their respective
national legislation have been met.

. This Agreement shall remain in force for a period of five (5) years and may be renewed for
another five (5) years by mutual eonsent in wnting,

. Either Party may terminate this Agreement by giving to the other party a written notice of
termination, through diplomatic channels, 30 (thirty) days prior to intended date of
termination.

IN WITNESS WHERE OF, the undersigned being duly suthorized by their respective
Governments, have signed the present Agreement,

DONE in duplicate at Skopje on this twenty-eighth day of September in the year two thousand
and seven in the Indonesian, Macedonian and English lanpuages, all texts being equally
authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Governmend of For the Government of
The Republic of Ingbnesia The Republic of Macedonin
i ;

r
-

DD Icon [LiEvski
Director General for State Secretary,
American and European AfTairs, Ministry of Foreign Affairs

Ministry of Foreign AfTairs
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PENYBIHKA MAKEROHHIA
MHHWCTEPCTBO 3A HAOBOPEMHY PABOTH
REPUBLIC OF MACEDCMIA
MIMISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

FULL POWERS

I, Antonio MiloSoski, Minister of Foreign Affairs of the
Republic of Macedonia,

HEREBY AUTHORIZE Mr. Igor Ilievski, State Secretary
in the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Macedonia,
to sign, on behalf of the Government of the Republic of
Macedonia, the Agreement between the Government of Republic
of Macedonia and the Government of the Republic of Indonesia
on mutual exemption of visa requirements for holders of
diplomatic and service passporis.

In witness where of, this Full Powers is issued to Mr. Igor
Hievski.

Dane in Skopje, on S
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